BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya mengenai penolakan permohonan itsbat nikah
dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah
didasarkan pada fakta-fakta bahwa perkawinan pertama dianggap telah
berakhir. Majelis hakim menilai bahwa fakta adanya perkawinan kedua
menunjukkan putusnya perkawinan pertama, meskipun tidak terdapat
bukti perceraian yang sah menurut hukum. Pertimbangan tersebutlah yang
dijadikan oleh hakim wuntuk memutuskan perkara tersebut tanpa
membandingkan dengan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan
putusnya perkawinan harus melalui putusan pengadilan.

2. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya telah terjadi pertentangan
antara dasar hukum normatif dengan nilai-nilai filosofis dalam putusan
Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Secara normatif, hukum perkawinan di
Indonesia tidak mengenal putusnya perkawinan secara otomatis tanpa
adanya perceraian atau kematian yang dibuktikan secara hukum. Namun,
dalam putusan ini, hakim justru mengesampingkan ketentuan tersebut,
sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis
dengan nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi Pemohon.

3. Penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama dalam perkara Nomor
756/Pdt.G/2024/PA.Pdg berakibat terhadap munculnya ketidakpastian
hukum terhadap status perkawinan pemohon sehingga hal itu berdampak
pada tidak diakuinya perkawinan pertama secara administratif yang
memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak waris dan
kepastian status hukum dalam hubungan keluarga. Kondisi ini

menunjukkan bahwa penolakan itsbat nikah tidak hanya berdampak pada
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aspek administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial
bagi pihak yang bersangkutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran
yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim, dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat
nikah, hendaknya lebih cermat dalam menilai fakta persidangan dan
mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Putusnya
suatu perkawinan seharusnya tetap merujuk pada mekanisme yang telah
ditentukan undang-undang, yaitu melalui perceraian yang diputus oleh
pengadilan atau karena kematian yang dapat dibuktikan secara sah.
Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya didasarkan pada asumsi
adanya perkawinan kedua, tetapi juga diuji dengan ketentuan normatif agar
tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan status hukum
perkawinan pertama.

2. Kepada Majelis Hakim, dalam memutus perkara itsbat nikah seharusnya
tetap berpedoman pada ketentuan hukum positif. Putusnya perkawinan
tidak dapat dianggap terjadi hanya karena adanya perkawinan kedua, tetapi
harus dibuktikan melalui perceraian atau kematian yang sah menurut
hukum. Apabila Majelis berpendapat bahwa perkawinan pertama Pemohon
dengan suami pertamanya telah berakhir, maka langkah yang lebih tepat
adalah terlebih dahulu mengabulkan permohonan itsbat nikah guna
memberikan kepastian terhadap keberadaan dan keabsahan perkawinan
tersebut. Setelah status perkawinan pertama dinyatakan sah dan jelas
secara hukum, barulah perkara perceraian dapat diperiksa dan diputus
melalui mekanisme yang semestinya. Dengan demikian, tidak tepat apabila
dalam sidang permohonan itsbat nikah dinyatakan bahwa perkawinan telah
putus dengan sendirinya tanpa adanya proses dan putusan perceraian

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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3. Bagi pihak Pemohon, penting untuk memastikan bahwa setiap upaya
hukum yang ditempuh tidak hanya berfokus pada pengesahan perkawinan,
tetapi juga pada perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul darinya.
Kepastian status perkawinan berimplikasi langsung terhadap hak waris,
harta bersama, serta status hukum anak. Oleh karena itu, selain mengajukan
permohonan itsbat nikah, Pemohon seharusnya juga mengajukan
permohonan pengesahan anak agar status hukum anak menjadi jelas dan
hak-hak keperdataannya tetap terlindungi. Langkah tersebut penting untuk
menjamin kepastian hukum bagi anak, khususnya dalam hubungan
keperdataan dengan orang tuanya dan dalam hal pewarisan di kemudian

hari.
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